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Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas I

Menimbang Bahwa Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas
adalah Rapat Pleno Pengurus Pusat yang dihadiri juga oleh
Dewan Kehormatan Pusat, perwakilan Pengurus Wilayah,
perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah, penarakilan Pengurus
Daerah, dan perwakilan Dewan Kehormatan Daerah yang

berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi
setingkat di bawah Keputusan Kongres.
Bahwa sehubungan dengan adanya Program Kartu Tanda
Anggota Nasional Ikatan Notaris Indonesia serta dalam rangka
penataan keputusan-keputusan Peftumpulan, maka

diagendakan Perubahan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan
Perkumpulan, dan materi lainnya yang berkaitan dengan
Rekomendasi dan Kesatuan Sikap Ikatan Notaris Indonesia
dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di
Balikpapan pada tanggal 12 lanuan 20L7.

Pengarahan dan Infurmasi Kegiatan dari Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum
PP.INI;
Pendapat, saran, dan pandangan dari Pengurus Pusat, Dewan

Kehormatan Pusat, Penasihat Pengurus Pusat, Pengurus

Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan
Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
Pendapat, saran, dan pandangan yang disampaikan oleh para

peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia;
Anggamn Rumah Tangga lkatan Notaris Indonesia.

Memutuskan

Perubahan Anggamn Rumah Tangga Ikatan Notaris
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampimn I;

Memperhatikan

Mengingat

Menetaplan

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1132 Jakarla Pusat 10150

Telepon : (021)63861919, 63851329, Facsimile : (021) 63861233, E-mail : penguruspusat-ini@yahoo.com



2.

3.

4.

Peraturan Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;
Rekomendasi dan Kesatuan Sikap sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III;
Penyelenggaraan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas
ke.2 Periode 2016-2019 dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah
Jawa Tengah INI.

Ditetapkan di : BalikPaPan
Pada tanggal : 12 lanuari20LT

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDOI\ESIA
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS 
IKATAN NOTARIS INDONESIA 

BALIKPAPAN, 12 JANUARI 2017 
 
 

REKOMENDASI DAN KESATUAN SIKAP  
  

 
A. INTERNAL 

 
1. Covernote (Surat Keterangan)  

 
Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pembuatan Surat Keterangan 
(covernote) oleh Notaris terhadap kegiatan atau terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. 
Dalam praktek kenotariatan banyak ditemukan adanya Surat Keterangan (covernote) yang 
dikeluarkan oleh Notaris untuk mendukung pelaksanaan jabatan Notaris. Surat Keterangan 
ini diperlukan dalam hal suatu akta yang merupakan hasil dari pelaksanaan jabatan Notaris 
tersebut belum dapat diserahkan kepada para pihak karena adanya alasan-alasan yang 
dapat dibenarkan secara hukum. Sebagai pengganti sementara dari salinan akta yang belum 
dapat dikeluarkan atau belum dapat diserahkan tersebut maka Notaris membuat suatu Surat 
Keterangan atau biasa juga disebut Covernote sebagai pengganti dari salinan akta 
dimaksud. Covernote tersebut biasanya berisi keterangan tentang apa saja yang telah para 
pihak lakukan dan juga dijelaskan apa saha yang telah dilaksanakan oleh Notaris dan syarat 
apa yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga salinan akta baru dapat diberikan.  

 
Akan tetapi dalam prakteknya sekarang ini, banyak Covernote yang dikeluarkan oleh Noaris 
menerangkan hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk dari kewenangan Notaris, tetapi 
lebih kepada kewenangan dari Instansi lain. Dengan Covernote tersebut seakan-akan Notaris 
“menjamin” bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi lain dapat dipastikan 
pelaksanaannya oleh Notaris. Tentunya hal ini telah menimbulkan banyak persoalan di 
lapangan dimana Notaris dianggap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kegiatan atau 
pekerjaan yang merupakan kewenangan dari Instansi lainnya. Hal ini timbul berdasarkan 
kebiasaan di kalangan Notaris, terutama dalam pembuatan akta-akta berkaitan dengan 
perkreditan. Bank seringkali berlindung di balik Covernote untuk mencairkan kredit, 
Covernote dianggap sebagai surat sakti dalam pencairan kredit.  

 
Notaris dapat dituntut secara perdata apabila isi Covernote tidak benar, yaitu berdasarkan 
alasan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Perdata) dengan ancaman 
membayar ganti rugi apabila akibatnya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Selain itu 
dapat dituntut secara pidana apabila dapat dibuktikan Notaris yang bersangkutan secara 
sadar dan sengaja bersama-sama dengan pihak yang meminta dibuatkan Covernote tersebut 
memberikan keterangan yang tidak benardengan tujuan untuk dapat melakukan suatu 
perbuatan atau tindakan yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana. 
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Oleh karena itu dalam hal pembuatan suatu Covernote sebagaimana diuraikan di atas, 
Rekomendasi dan Kesatuan Sikap dari INI adalah sebagai berikut: 

 
a) Tidak membuat Covernote yang berisi hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas dan 

wewenang jabatan Notaris. Pembuatan Covernote hanya dilakukan apabila akta sudah 
ditandatangani lengkap dan dibuat dengan memenuhi syarat dan prosedur yang 
ditetapkan oleh Undang-Undang; 

b) memberikan pemahaman kepadapihak Bankuntuk tetap memperhatikan pemenuhan 
Prinsip Kehati-hatian Bank dalam pencairan kredit dan pencairan kredit tidak terkait 
dengan ada atau tidaknya Covernote dari Notaris; 

c) Tidak membuat Covernote yang sifatnya menjamin sesuatu keadaan yang bukan 
kewenangan Notaris untuk menjamin/menyatakan hal tersebut, misalnya menjamin 
bahwa pengecekan sertifikat tidak bermasalah dan sesuai dengan buku tanah yang ada 
di BPN.  

 
2. Minimal Honorarium Notaris 

 
Pengurus Wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris 
disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam pasal 36 UUJN telah 
ditentukan mengenai Honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5% dan 2,5% sesuai nilai 
ekonomis dari objek akta. Urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak 
sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.  

 
3. Mendukung Pemberantasan Pungli 

 
INI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk memberantas praktek pungli di 
semua institusi. Hal ini membutuhkan kekompakan seluruh anggota INI untuk menerapkan 
sikap tegas terhadap upaya/sikap/tindakan yang tidak mendukung pemberantasan pungli 
tersebut, misalnya memenuhi permintaan pungli maupun pemberian suap/gratifikasi kepada 
oknum institusi pelayanan masyarakat. 

 
4. STTD  dan Pungutan OJK  

 
Surat Tanda Terdaftar (STTD) adalah bukti seorang Notaris terdaftar sebagai Profesi 
Penunjang Kegiatan Pasar Modal dan berhak melakukan kegiatan di Pasar Modal seperti 
pembuatan akta-akta untuk kegiatan Pasar Modal. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 
huruf h angka 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berwenang untuk memberikan 
dan mencabut Surat TandaTerdaftar. Oleh OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di 
sektor jasa keuangan dikenakan pungutan. Di dalam Pasal 34 ayat (2) Pihak yang dikenakan 
pungutan adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum 
yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.  Keberadaan Notaris dalam Sektor Pasar 
Modal adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena perintah Undang-Undang 
sehingga Notaris sebagai Pejabat Umum bukan pihak yang melakukan kegiatan jasa 
keuangan. Mengingat tidak semua Notaris yang telah memegang STTD memperoleh 
kesempatan untuk melakukan pembuatan akta-akta Pasar Modal, maka kebijakan pungutan 
berdasarkan parameter “pemegang STTD” dirasakan tidak adil.   
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Sebagaimana kutipan Preambule dalam Penjelasan PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan 
oleh OJK, tujuan OJK dibentuk diantaranya juga untuk mewujudkan rasa keadilan. Pungutan 
yang adil adalah pungutan yang dikenakan atas sebuah prestasi yang telah dilakukan, atau 
pihak yang dipungut telah menikmati suatu prestasi atas kegiatannya. Oleh karena itu sudah 
sewajarnya apabila hanya Notaris yang benar-benar melakukan kegiatan di Pasar Modal, 
misalnya melakukan pembuatan akta Perusahaan IPO atau go public yang dikenakan 
pungutan secara proporsional berdasarkan akta yang dibuatnya. Pungutan yang dikenakan 
kepada Notaris berkaitan dengan pendaftaran STTD hanya dikenakan sekali saja yaitu saat 
penerbitan Surat Tanda Terdaftar tersebut. 
 
Atas pungutan OJK berjalan dan yang telah menjadi Piutang Negara yang dilimpahkan 
penagihannya ke KPKNL, dihimbau kepada anggota INI untuk segera melunasinya agar tidak 
terkena denda dan bunga yang terus berjalan. Upaya INI dua kali mengajukan uji materi ke 
MK hasilnya NO, artinya sebagai Warga Negara kita harus mematuhi Undang-Undang. Bagi 
anggota yang ingin mengajukan pengunduran diri dari Profesi Penunjang Pasar Modal dapat 
mengirim surat ke OJK dengan melampirkan : STTD asli (jika masih ada) 
 
-Surat Permohonan intinya menjelaskan ingin mengundurkan diri.  
-Surat ditujukan kepada : 
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B,  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 11  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Senen-Jakarta Pusat 10710.  
Telpon. 021-29600000 ext.6326.  
Contact Person : Ibu Kadek/Pak Mahmud (Bagian Pengawasan Konsultan 
Hukum & Notaris). 

 
5 Kewajiban Pelaporan Notaris atas Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK 

 
Kewajiban Pelaporan oleh Notaris kepada PPATK sehubungan dengan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan 
 
Berdasarkan PP 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015) sebagai pelaksanaan UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di 
dalam Pasal 3  Notaris ditetapkan sebagai   salah satu Pihak Pelapor. Sebagai Pihak 
Pelapor, Notaris mempunyai 2 kewajiban yaitu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa 
dan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)  kepada PPATK 
untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai : 
1) Pembelian dan penjualan properti; 
2) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; 
3) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening 

efek; 
4) Pengoperasian dan pengelolaann perusahaan; dan/atau 
5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum 

(Pasal 8 ayat 1 PP 43/2015); 
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Sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 45 UU TPPU, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh 
Notaris dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Notaris dan dalam 
pelaksanaan kewenangannya, terhadap PPATK tidak diberlakukan ketentuan kerahasiaan 
yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan 
wewenang, Notaris tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas kewajiban 
pelaporan menurut UU TPPU (Pasal 29 UU TPPU). 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rekomendasi/persamaan sikap INI : 
 

 Berkaitan dengan Notaris sebagai Pihak Pelapor 
 

Ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku jika Notaris secara aktif turut serta  mengurus 
(sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan diluar melaksanakan 
tugas kewajibannya atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku Notaris yang ditentukan 
oleh UUJN. 
misalnya : 

- Notaris menerima uang dan kuasa dari calon pembeli untuk membayarkan sejumlah 
uang kepada penjual dalam hal transaksi jual beli properti, atau sebaliknya menerima 
kuasa dari penjual untuk menerima uang dari calon pembeli; 

- Menerima titipan uang untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan 
dengan transasksi yang dibuat/dilakukan/dihadapan Notaris; 

- Memposisikan diri bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna 
Jasa lainnya.  

Sehingga apabila Notaris melakukan hal-hal tersebut maka Notaris dikenai ketentuan 
sebagai Pihak Pelapor. 

 
Untuk itu sebagai kesatuan sikap, maka Notaris harus menghindarkan diri/tidak terlibat 
dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu dengan : 

- Tidak memposisikan diri yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa; 
- Menuliskan harga transaksi yang sebenarnya dalam jual beli properti, tidak 

mengabulkan permohonan para pihak untuk mencantumkan harga Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) atau harga lain yang bukan harga sebenarnya dimana Notaris mengetahui 
dan turut membantu menentukan/merekayasa harga transaksi dengan maksud 
memperkecil jumlah pajak BPHTB dan PPH yang harus dibayar oleh para pihak; 

- Tidak membuat akta atau perjanjian yang mempunyai maksud dan tujuan atau 
mengandung maksud perjanjian nominee di dalamnya; 

- Turut merancang/membantu penghadap untuk melakukan tindakan hukum yang 
bertujuan mengaburkan/menyamarkan suatu kepemilikan atas benda bergerak maupun 
tidak bergerak; 

- Tidak membuat kwitansi/tanda terima uang dengan menguraikan jenis pekerjaan dan 
jumlah biaya dimana pekerjaan dan biaya tersebut merupakan kewenangan pihak lain. 
Yang dicantumkan dalam kwitansi/tanda terima uang hanya biaya/jasa notaris saja; 

- Berhati-hati jika ada transaksi tunai/transfer dalam jumlah yang besar, terutama yang 
tidak sesuai dengan profil pembeli. Dapat dicover dengan membuat Surat Pernyataan 
tentang keabsahan uang pembelian tersebut yang ditandatangani oleh pembeli 

- Disarankan Notaris tidak menerima titipan pembayaran BPHTB dan PPH ke Rekening 
Pribadi Notaris. 
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Sepanjang Notaris menghindarkan diri dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka 
Notaris bukan/tidak sebagai pihak yang wajib melakukan pelaporan. 

 
B. EKSTERNAL 

 
1. Akta Fidusia 

 
Pembuatan akta Fidusia oleh Notaris, terutama akta Fidusia yang berkaitan dengan 
perusahaan pembiayaan, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 42 tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terbanyak adalah mengenai penggunaan Surat 
Kuasa dari pemilik objek Fidusia untuk pembuatan akta Fidusia yang bersangkutan. Hampir 
sebagian besar akta Fidusia yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dibuat 
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di bawah tangan tanpa melibatkan Notaris. 
Kuasa-kuasa yang digunakan tersebut adalah kuasa standar atau form standar yang dibuat 
oleh masing-masing lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Materi muatan dari form 
kuasa standar tersebut tidak memenuhi unsur-unsur muatan Akta Jaminan Fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU No. 42 tahun 1999 tersebut sehingga penggunaan 
kuasa yang tidak memenuhi standar ketentuan pasal 6 tersebut sangat riskan untuk 
terjadinya pembatalan jaminan Fidusia yang dapat merugikan para pihak, termasuk juga 
Notaris sendiri.  
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka INI mempunyai sikap sebagai berikut:  
1. Kuasa yang digunakan untuk pemberian jaminan Fidusia haruslah kuasa otentik yang 

dibuat di hadapan Notaris;  
2. Merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengeluarkan 

minimal Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus mengenai kuasa untuk 
memberi Fidusia. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan atau 
penyalahgunaan keadaan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian 
bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek Fidusia.  

 
2. Penelitian SSP 

 
Sehubungan dengan kewajiban adanya penelitian SSP PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum 
dilakukan penandatanganan akta PPJB (PPJB lunas maupun bertahap) dengan ancaman 
sanksi sebagaimana tercantum dalam PP 34 tahun 2016, dalam praktek terkendala dengan 
belum adanya keseragaman di lingkungan KPP mengenai pelaksanaan ketentuan PP 34/2016 
tersebut, terutama dalam rangka penelitian  SSP PPh.  
 
Saat terutangnya PPH atas PPJB adalah setelah adanya penerimaan uang oleh penjual. 
Secara umum pembeli baru akan menyerahkan uang kepada penjual setelah terjadi 
penandatanganan akta PPJB. Jika SSP telah wajib disetor dan dilakukan penelitian sebelum 
terjadinya penandatanganan PPJB maka salah satu persyaratan penelitian SSP yang harus 
melampirkan akta PPJB tentu tidak dapat dipenuhi. 
KPP tidak berwenang untuk menolak dengan alasan nilai transaksi yang tercantum dalam 
surat setoran PPh dinilai bukan merupakan harga yang sebenarnya atau lebih rendah dari 
(asumsi) harga wajar (harga pasar). 



 - 23 - 

Apabila KPP mempunyai bukti perbedaan nilai transaksi sebenarnya dengan yang tercantum 
dalam PPJB maka seharusnya KPP melakukan prosedur penerbitan surat ketetapan kurang 
bayar. 

 INI mengusulkan : 
1. kepada pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP34/2016. 
2. kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menerbitkan surat edaran mengenai keseragaman 

persyaratan dokumen untuk penelitian SSP sesuai PP 34/2016. 
 

3. Formasi Jabatan Notaris 
 

Saat ini berdasarkan Permenkumham No. 27 tahun 2016, Formasi Jabatan Notaris  diatur 
berdasarkan kategori A,B,C dan D. Hal ini dirasakan kurang adil bagi Notaris yang sudah  
menjalani masa jabatan yang cukup lama di suatu daerah dan berkeinginan untuk pindah ke 
wilayah kerja lain, ke Jakarta misalnya.Namun keinginan tersebut terkendala dengan 
berlakunya Ketentuan formasi yang baru tersebut, karena Notraris yang bersangkutan 
ternyata saat ini berkantor di wilayah kerja jabatan dengan kategori D.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut INI merekomendasikan:  
Mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk merubah aturan mengenai 
Formasi Jabatan Notaris tersebut, sehingga pengisian formasi dan perpindahan wilayah kerja 
tidak hanya melihat kategori daerah namun juga  mempertimbangkan pula masa jabatan 
yang telah dijalani oleh Notaris yang bersangkutan di suatu daerah. 
 

4. Akta Pengakuan dan Penyerahan Hak 
 

Pasal 15 UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada intinya mengatur bahwa 
harta berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama orang lain (nominee)harus 
dialihkan menjadi atas nama Wajib Pajak (WP) paling lambat pada tanggal 31 Desember 
2017 dengan diberikan insentif berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan 
(PPh). Prosedurnya dengan cara kedua belah pihak (nominee dan WP) menandatangani 
surat pernyataan bahwa harta tersebut merupakan milik WP dan dilanjutkan dengan 
pembuatan akta Jual Beli atau Hibah sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan RI nomor 118/PMK.03/2016. Hal tersebut bertentangan dengan asas hukum 
bahwa seseorang yang telah menyatakan bahwa dirinya bukan pemilik adalah tidak 
berwenang untuk menjual/menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya kepada pihak lain. 
Demikian juga WP selaku pemilik sesungguhnya tidak dimungkinkan membeli harta yang 
telah dinyatakannya sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan yang disyaratkan dalam 
UU Pengampunan Pajak. 
 
Untuk mengatasi hal tersebut dan agar Notaris (dalam kedudukan sebagai PPAT) tidak 
terjerumus dalam pembuatan akta yang tidak sempurna dan berpotensi menimbulkan 
tuduhan memasukkan keterangan/sebab palsu maka INI merekomendasikan kepada 
Kementerian ATR/Kepala BPN untuk merevisi Perkaban No. 8/2012 agar dapat 
mencantumkan Akta Pengakuan dan Penyerahan Hak tersebut sebagai salah satu Akta 
Pemindahan Hak yang sah untuk dilakukannya Balik Nama Sertipikat Ke Kantor Pertanahan 
(yang sudah bersertipikat). 
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5. Pasal 15 ayat 2 huruf f 
 

Pasal 15 ayat (2) huruf f menentukan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta yang 
berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta yang 
berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f 
tersebut tidak hanya bersumber dari UUJN saja, namun juga kewenangan yang bersumber 
dari Pasal 1868 KUH Perdata yang dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan 
“sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 
lain/orang lain .....dst.  
 
Meskipun ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f tersebut telah berumur 12 tahun lamanya, 
sampai sekarang kewenangan tersebut belum dapat dijalankan oleh Notaris. Hal ini 
disebabkan karena tidak adanya respon yang positif dari Kementerian ATR untuk Notaris, 
dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, sebagaimana 
kewenangan yang dipunyai PPAT saat ini.  
 
Diharapkan PP INI dapat mendorong dan memperjuangkan kembali agar kewenangan 
Notaris untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana 
kewenangan PPAT dapat direspon secara positif oleh Kementerian ATR, dalam arti BPN RI 
dapat menerima akta-akta peralihan hak atau akta pembebanan hak yang selama ini dibuat 
oleh PPAT, juga dapat dibuat oleh Notaris secara langsung sesuai ketentuan pasal 15 ayat 
(2) huruf f tersebut.  

 
6. Setiap Anggota INI wajib mematuhi AD-ART INI, pelanggaran terhadap AD-ART INI akan 

dikenai sanksi sesuai AD-ART INI. 
 
TANGGAPAN SIDANG PLENO : 
- Terkait gugatan perdata terhadap Putusan Mahkamah Perkumpulan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dan laporan dugaan pidana di Kepolisian Resort Jakarta Pusat, agar PP 
dapat menindaklanjuti melalui DKP. 

 

 
Ditetapkan di :   Balikpapan 
Pada tanggal :   12 Januari 2017 
 

PIMPINAN SIDANG PLENO 
 

Ttd 
 

ZUL TRISMAN, SH. 
Ketua 
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